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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL DI KABUPATEN GRESIK 1988 - 2008 
 
 Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 
perkembangan ekonomi daerah, sumbangan dan bantuan yang besifat Block Grants 
serta bagi hasil pajak pemerintah pusat terhadap derajat desentralisasi fiskal di 
Kabupaten Gresik 1988-2008. Variabel derajat desentralisasi fiskal dilihat dari 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Variabel 
perkembangan ekonomi daerah dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, variabel 
sumbangan dan bantuan yang bersifat Block Grants dilihat dari penerimaan sumbangan 
dan bantuan yang bersifat Block Grants serta variabel bagi hasil pajak pemerintah pusat 
dilihat dari penerimaan bagi hasil pajak pemerintah pusat. 
 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS). Penggunaan model regresi linier 
klasik (OLS) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
tergantung secara parsial maupun secara bersama-sama, serta untuk mengetahui besaran 
dan arah dari pengaruh tersebut. 
 Hasil analis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa variabel perkembangan ekonomi daerah berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Variabel sumbangan dan bantuan 
bersifat Block Grant berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat 
desentralisasi fiskal, sedangkan variabel bagi hasil pajak pemerintah pusat juga 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. 
 
Kata kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, Block Grants, Bagi Hasil Pajak Pemerintah 
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1.1. Latar Belakang 
Pembangunan adalah suatu dynamic concept yang merupakan suatu proses 
perubahan secara terus – menerus ke arah perbaikan, yakni suatu upaya peningkatan 
keseluruhan sistem sosial dan ekonomi menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam 
arti lebih berperi kemanusiaan (Sya'dullah,1999: 56). Secara umum pembangunan 
mencakup empat aspek; pertama, pembangunan harus memberikan kapasitas (capacity), 
artinya apa yang harus di lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan energi yang di 
perlukan untuk itu. Kedua, pembangunan harus menekan pada pemerataan (equity), 
artinya perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat akan memecah 
belah dan menghancurkan kapasitas mereka. Ketiga, pemberian kuasa dan wewenang 
masyarakat harus lebih besar, dengan pengertian bahwa hasil pembangunan cukup 
bermanfaat bagi masyarakat apabila masyarakat memiliki wewenang yang sepadan. 
Keempat, pembangunan mengandung arti kelangsungan perkembangan (sustainble) dan 
interdepensi antara satu sektor dengan ektor yang lainnya (Juned, dkk., 1995 : 22). 
Selanjutnya (Todaro, 1997: 8) mengatakan bahwa konsep tentang pembangunan 
harus diposisikan lebih dari pemenuhan kebutuhan materi di dalam kehidupan manusia, 
pembangunan merupakan proses multi dimensi yang meliputi perubahan organisasi dan 
orientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian konsep 
pembangunan menunjukkan pada perubahan yang meningkat, baik pada bidang sosial 
maupun ekonomi. 
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Konsep pembangunan ekonomi diartikan sebagai perubahan yang meningkat 
pada kapasitas produksi nasional, peningkatan dimaksud dicerminkan pada 
pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya di lihat 
secara materiel, seperti meningkatkan pendapatan per-kapita, tetapi juga peningkatan 
formasi kapital nonmateriel seperti kebijaksanaan sosial budaya yang menunjang 
harmoni sosial dan kestabilan politik serta kemandirian (Kunarjo, 1993: 6). 
Dalam upaya merealisasikan konsep pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan 
masyarakat, maka peran pemerintah menjadi sentral karena sektor swasta tidak akan 
dapat mengatasi masalah perekonomian sepenuhnya, sehingga perekonomian tidak 
mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Di dalam perekonomian 
modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu 
(Mangkoesoebroto, 1998: 2-10): 
1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber 
ekonomi, dalam hal ini pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber 
ekonomi dilaksanakan secara efisien. 
2. Peranan distribusi, peranan pemerintah dalam hal ini adalah distribusi 
pendapatan dan kekayaan. 
3. Peranan stabilisasi perekonomian 
Di dalam merealisasikan peranan tersebut, maka salah satu sisi penting yang harus 
dilakukan oleh pemerintah adalah adanya perencanaan pembangunan secara integral, 
meliputi pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dror, Y., dalam (Kunarjo, 
1993: 7) menyatakan bahwa perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat 
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keputusan untuk di laksanakn pada waktu yang akan datang yang akan di arahkan pada 
pencapaian sasaran tertentu. 
Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan keadaan sekarang, kegagalan dan 
keberhasilan di waktu lampau, potensi yang ada, kemampuan merealisasikan potensi 
yang ada serta kendala (Kunarjo, 1993:17). Merencanakan sesuatu tanpa mengetahui 
sumber daya baik sumber daya alam, manusia serta sumber pembiayaan yang tersedia, 
adalah merupakan perencanaan yang ambisius dan hanya akan mengakibatkan berbagai 
kesulitan di kemudian hari. 
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tidak hanya dalam konteks pembangunan 
nasional, akan tetapi mencakup pembangunan ekonomi di daerah, yang merupakan 
bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menjadi semakin penting 
dengan adanya otonomi daerah yang pada prinsipnya untuk mempercepat terjadinya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 
serta masyarakat. Dengan adanya semangat otonomi daerah, maka kabupaten dan kota 
dituntut untuk dapat merealisasikan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan 
keinginan masyarakat setempat berdasarkan atas inisiatif dan peran serta masyarakat. 
Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan 
kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan 
(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 
kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada 
pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan 
kesempatan kerja yang dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999: 
5). Sejalan dengan adanya hal tersebut maka diperlukan perencanaan untuk 
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memperbaiki penggunaan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut dan untuk 
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumberdaya-sumberdaya 
secara bertanggung jawab. 
Secara khusus bahwa di dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan 
termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah, maka faktor pembiayaan 
menjadi sangat penting, bahkan komponen pembiayaan termasuk di dalam perencanaan. 
Dalam kaitan ini, (Kunarjo, 1993: V) menyatakan bahwa perencanaan dan pembiayaan 
adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan tanpa pembiayaan yang 
memadai hanya angan-angan kosong yang tidak banyak manfaatnya, sedangkan 
pembiayaan tanpa suatu perencanaan yang baik adalah merupakan suatu pemborosan. 
Dengan perencanaan yang baik, maka pengeluaran-pengeluaran akan dapat diarahkan 
ke sasaran yang lebih baik, sistematis, efisien dan efektif. 
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia, pembiayaan pembangunan 
bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan 
yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat di dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), bahwa sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah 
daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan pemerintah pusat (Shah, dkk., 1994). 
Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa sumber-sumber PAD di kabupaten/ kota 
ternyata belum dapat mendukung terselenggaranya pembangunan daerah, karena 
sumber dana dari pemerintah pusat masih tetap lebih besar dari potensi yang dapat 
digali dari sektor PAD. Padahal kriteria penting dari adanya otonomi daerah adalah 
adanya kesepadanan antara dana dari pusat dan PAD, bahkan porsi PAD seharusnya 
jauh lebih besar daripada dana yang diterima dari pusat. 
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Di samping hal tersebut, (Koswara.,2000 : 98 ) berpendapat bahwa salah satu 
indikator yang menunjukan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi terletak pada 
kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini daerah otonom harus memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengola 
dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pemahaman tentang potensi penerimaan 
daerah, yaitu kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan 
tertentu. Di satu sisi, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 
16) adalah dengan melihat struktur ekonomi dan sosial suatu daerah, yang dapat 
menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas 
dan kualitas tertentu. Pada masyarakat industri tuntutan akan kuantitas dan kualitas 
pelayanan publik akan lebih tinggi daripada masyarakat yang berbasis pertanian. Pada 
masyarakat berbasis industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-
pungutan guna memenuhi tuntutan ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut. Di 
samping hal tersebut struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan 
kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang telah ditetapkan 
pemerintah. 
Realitas yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 
rendahnya proposi PAD terhadap APBD, sehingga daerah sangat bergantung kepada 
sumber dana dari pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan hubungan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahwa derajat sentralisasi fiskal di 
Indonesia sangat tinggi di bandingkan dengan negara lain. Pemerintah daerah dalam 
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kenyataannya sangat tergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat, baik untuk 
pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Indonesia relatif rendah, karena masih 
dominannya alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah. 
 Secara khusus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Gresik yang 
terlihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2003 sampai 
dengan tahun 2008 kecil, bahkan tidak terjadi peningkatan yang berarti. Pada tahun 
2003-2008 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah terbesar pada tahun 2008 
yaitu sebesar 18,52, tetapi kenaikan dari kontribusi tersebut masih sangat kecil, bahkan 
pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004 dan pada tahun 
2006. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria penting dari adanya otonomi daerah yang 
menunjuk pada kesepadanan antara sumber dana dari pusat dan PAD, bahkan porsi 
PAD seharusnya jauh lebih besar dari sumber dana dari pusat dengan terus mengalami 
peningkatan ternyata masih belum bisa terealisasi. Berarti tingkat ketergantungan fiskal 
terhadap pemerintah pusat masih tinggi. 
 Tingginya kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat terhadap total 
pendapatan daerah kabupaten Gresik yang ditunjukkan pada tahun 2003 sampai dengan 
2008. Kontribusi tersebut mencapai lebih dari 50% atau separuhnya, dalam tabel dapat 
dilihat meski kontribusi dana perimbangan pemerintah pusat terhadap total pendapatan 
daerah di Kabupaten Gresik mulai tahun 2004 terjadi penurunan yang cukup berarti 
hingga tahun 2008, yaitu sebesar kontribusi dana perimbangan terhadap total 
pendapatan secara berturut-turut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 
84,28%, 78,50%, 74,41%, 72,95%, 69,42%, namun angka sebesar itu masih cukup 
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tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat sentralisasi fiskal Kabupaten Gresik masih tinggi. 
Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya meningkatkan penerimaan PAD dengan 
tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan APBD, sehingga 
proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD menjadi meningkat. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahannya adalah bahwa Derajat 
Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik, yang tercemin dari kontribusi PAD terhadap 
total APBD masih rendah. Kenyataan ini menyebabkan pendanaan bagi kepentingan 
pembangunan daerah masih sangat tergantung dari dana yang berasal dari pemerintah 
pusat. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal 
Kabupaten Gresik perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi, utamanya faktor non 
PAD yang meliputi : Perkembangan ekonomi daerah, bagi hasil pajak pemerintah pusat, 
serta sumbangan dan bantuan yang dalam penelitian ini di khususkan pada sumbangan 
dan bantuan yang bersifat umum (Block Grants) atau Dana Alokasi Umum (DAU). 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Sebelum penulis mengemukakan permasalahan yang ada, terlebih dahulu 
penulis akan menjelaskan arti dari kata masalah itu sendiri, menurut Kartini Kartono 
(1996: 18) : 
“Masalah adalah situasi yang punya karakteristik sifat-sifat yang belum 
diketahui untuk di pecahkan atau di ketahui secara pasti.” 
Dari definisi masalah tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah 
yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah variabel perkembangan ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang 
bersifat Block Grants, serta Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat di Kabupaten 
Gresik masing-masing berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap 
Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik? 
2. Apakah variabel perkembangan ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang 
bersifat Block Grants, serta Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat di Kabupaten 
Gresik masing-masing berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan 
terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial variabel-variabel perkembangan 
ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang bersifat Block Grants, serta 
Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di 
Kabupaten Gresik. 
2. Untuk menganalisis pengaruh bersama variabel-variabel perkembangan ekonomi 
daerah, Sumbangan dan Bantuan yang bersifat Block Grants, serta Bagi Hasil 
Pajak Pemerintah Pusat terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten 
Gresik. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi perencanaan 
dan pembangunan yaitu tentang mekanisme kebijakan desentralisasi beserta 
seluruh teori yang mendasarinya serta variabel-variabel yang terdapat di 
dalamnya. 
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya dalam 
upaya peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal, dengan melihat perkembangan 
ekonomi daerah, Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat, serta Sumbangan dan 
Bantuan, utamanya yang bersifat Block Grants. 
3. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi pihak lain untuk mengadakan 
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